
BUPATI HULU SuNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR  20  TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR  17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:   bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   355   Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86 Tahun  2017  ten.tang Tata Cara
Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,
Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan    Peraturan    Daerah   tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  .dan  Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,    Serta   Tata   Cara
Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  dan  Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupatj
Hulu  Sungal Tengah  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Hulu  Sungai  Tengah  Nomor  17  Tahun  2024  tentang  Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat:       1.

2.

Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Daerah   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantafi  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1953  Nomor  9)  Sebagai
Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1959    Nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia 1820) ;

3.      Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor   4286)   sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah
terakhir   d6ngan   Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2021
tentang    Harmonisasi    Peraturan    Perpajakan    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2021. Nomor    246,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6736);



4.      Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan      Nasional   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.      Undang-Undang       Nomor       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tarnbahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355)  sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   7   Tahun    2021    tentang   Harmonisasi    Peraturan
Perpajakan   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun
2021   Nomor   246,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6736);

6.      Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pambangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor
33,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor
4700);

7.      Undang-Undang      Nomor       12      Tahun      2011       tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2011     Nomor    82,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   5234)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan
Kedua atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran
Negara    Repbulik    Indonesia    Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6801);

8.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2014    Nomor   244,   Tambahan    Lembaran    Negara
Republik     Indonesia     Nomor     5587)     sebagalmana     telah
beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023     tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara     Republik     Indonesia    Tahun     2023     Nomor     41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6856);

9.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia 5601)  sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-
Undang  Nomor 6 Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Irembaran
Negara     Republik     Indonesia    Tahun     2023     Nomor     41,



Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6856);

10.    Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2022   tentang   Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2022    Nomor    68,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

11.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    8    Tahun    2008    tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan,  Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan    Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2008     Nomor    21,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4817);

12.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun    2019    tentang
Laporan     dan     Evaluasi     Penyelenggaraan     Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019
Nomor 52, Tarnbahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

14.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah   Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,  Pengendalian
dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor
120 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  157);

16.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   Serta  Tata   Cara  Perubahan   Rencana
Pembangu nan      J angka      Panj ang       Daerah ,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor  1312);

17.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);



18.    Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor  11
Tahun 2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah
Tahun   2016    Nomor    101,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Nomor   101)  sebagaimana
telah   beberapa   kali      diubah   terakhir   dengan   Peraturan
Daerah   Kabupaten  Hulu   Sungai  Tengah  Nomor  3  Tahun
2020   tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten   Hulu   Sungai   Tengah   Nomor   11   Tahun   2016
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Tahun
2020 Nomor 03);

19.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah  Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah   Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah Tahun  2025-2045
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Tahun
2024 Nomor 8);

20.    Peraturan   Bupati   Hulu   Sungai  Tengah   Nomor   17  Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Hulu  Sungai Tengah Tahun 2024
Nomor  17).

MEMUTUSRAN:

Menetapkan:   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI    HULU   SUNGAI   TENGAH    NOMOR    17   TAHUN   2024
TENTANG   RENCANA   KERJA   PEMERINTAH   DAERAH     TAHUN
2025.

Pasal  I

Beberapa   ketentuan   dalam   Peraturan   Bupati   Hulu   Sungai
Tengah    Nomor    17    Tahun    2024    tentang    Rencana    Kerja
Pemerintah    Daerah    (RKPD)    Tahun    2025     (Berita    Daerah
Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah Tahun  2024  Nomor  17)  diubah
sebagai berikut :

1.  Ketentuan Pasal 4 diubah,  sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal  4

Perubahan   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   Tahun   2025
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a.   Pendahuluan
b.   Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025
c.    Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
d.   Sasaran dan Prioritas Pembangunan
e.    Rencana Kerja dan pendanaan Daerah
f.     Penutup



2.  Ketentuan BAB I,  BAB 11,  BAB Ill,  BAB IV,  BAB V dan BAB VI
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  Peraturan  BUpati
Hulu  Sungai Tengah Nomor  17 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja   Pemerintah   Daerah   Tahun   2025   diubah,   sehingga
menjadi    sebagaimana    tercantum    dalaln    Lampiran   yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati
ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar       se tiap       o rang       menge tah u i nya,        me me rim tah kan
pengundangan   Peraturan   Bupati   ini  dengan   penempatannya
dalaln Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pa9#:=ap¥gal28Mei2o25
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GAI TENCIAH,

RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 28 Mei 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 20


